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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

JABUNG TIMUR TENTANG RETRI
BAG! SETIAP PEMBORONG/KONTR
BEROPERASI DALAM  KABUPATEN
JABUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daexah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Temur ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutaya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Tanjung Jabung Temur
Pesnerintah Daersh adalah Pemerintah Kabupater Tanjung labung Timur ;
Bupati ialah Bupats Tanjung Jabung Timur ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Pereeoran Terbatas,
Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Tlaaha MNegara atau
Daerah dengan atau bentuk apapun, Persekutuan, Perku r, Firma,
Kongst, Koperast, Yayasan, atau organisasi yeng sejenis, Lembags, Dana
Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnva;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembarian izin kepwia orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pemt P P dali
dan pengawasan ates kegiatan pemanfaatan suang, pangaunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tedentu guna melindungt
Kepentingan umum dan menjaga kelestarian kinghungan ;

Retribust pemborong, kontraktor adalah Retribusi yang dipungut dar
pemborang yang mel pekenjaan bang

pestanian, petemakan, perikanan dan perkebunan dan sejenisnya sesuai
dengan Susat Perjanjian Kerja;

Wajib Retribuct adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perund. dangan Retribust jiblan untuk melakukan pembayaran

g
Reteibusi ;



Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjulnya disingkat
SPAORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retibusi untuk
melaporkan data Objek Retribusi dan Wajb Retribus sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menwrut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;

§- Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S5RD, adalah
surat yang digunakan oleh Waph Retabusi untuk nielabukan pembayasan
atau penyetoran Retnbusi yang tenutang ke Kas Daerah atau ketempat lain
yang ditetapkan cleh Bupati ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingha
Surat Keputusan yang menentukan besamya puralah Retrs
terutang ;
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SKPDKE adalah Surat Keputusan yang menentukan b
terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pemba
Retribuss, besamya sankss administrasi, dan jumlah vang o
dibay

m.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayaw
selanjutaya disingkat SKRDKET, adalah surat ey
Tambahan atas peenlah Retribust yang telah ditetapk

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar, yang «
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah keedit Retubus lobil besar dan
Retuibusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang

npatnya disingkat

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihl, yang selanutay s gk 3
adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlal Izt yang terhulang
sama besamya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribust tidak terhutang
dan tidak ada kredit retribust ;

P Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di

surat untuk melakukan tagihan Retribsusi atau sankst

bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keput

SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKE]

disajikan oleh Wajib Retribusi ;

¢ 5TRD, adalah
Aministrast berapa

an atas Keberatan terhadap.
SKRDLB yang

-

Pasal 2

Pemborong, Kontraktor sebagai dimaksud Pasal | hurut { Peraturan
Daerah dibagi dalam 2 (dua) golongan :
a. Pemborong/ Kontrakior yang berdomisili dan beroperasi dalam Kabupaten;
b. Pemb ’ yang sili diluar Kabupaten dan beropast
dalam Kabupaten.




BAB I
KETENTUAN UMUM
BAGI SETIAP PEMBORONG, KONTRAKTOR
Pasal 3

Bagi setiap Pemborong/ Kontraktor yang beroperasi dalam Kabupaten wajib

memenuhi ketentuan scbagai beriku

(1) Pemborong Kontraktor yang berdomisili dalam Kahup
memulai pekeraannya wagh memilike Surat lzn nmp.u Usaha yang
dikeluarkan oleh Pemenintah Kabupaten ;

@) Pemborong Kontraktor yang datang dan s

daksanakan pek laporkan din kepada

dengan bukti usahanya sebaga bertkut

Identitas Lenghap Pemborong/ Kontraktor :

en sebelum

cehelum
ng disertal

Penanggung Jawab ;
Tempat Kedudukan ;

Gambas Proyek 'bagian yang dikesjakan ;
Bantuk Proyek, Bestek ;

Lokaz Provek;

as g

g lzin Ussha;

BABIN
OBJEK DANSU
Pasal 4

AR

Objek Retribus: adalah setiap pekeraan yang men
pertanian, perikanan dan peckebunan dan sejeruzaya.

Pasal §

mielakeanakan

Subjek Retribus adalah orang pribadi atau badan usaha v
pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Doerah tni sesuss dengan
Strat Perjanjian Kerja.
BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSE
Pasal &
Retribusi Dacrah bagi setiap pemborong/kentrakior yang beroperasi dalam

Labupaten Tanjung Jabung Timur digolongkan sebagai Retribusi Pesizinan
Tertentu.



BABV
CARA MENGUKUR TINGKAT PER

Pazal 7

vel bangunan

Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan nils kontraic
yvang dikerjakas.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNY A TARIF

Pasal 8

didasarkan pada

Peansip dan sasaran dalam penetapan besarnya tant Retribar
Teuntungan yang

BAB VI
BESARNY A TARIF RETRIBUST

Pasal %

Sehiap Pemborony, Kontraktor sebogaimana dimals
dan ‘b Peraturan Daerah ini diwagbkan membayar Ketrbus Uaer
Desarnya akan ditetaplan lebth lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi bidak dapat diborongkan.
) Rl‘!lb\h dipungut dengan menggunakan SKED alau d

BABIX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi  yang teutang  dipungut  dalam  Kabupalen tempat
Pemborong, Kontraktor melaksanakan pekerjan.




BAB X
AT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat Retbust terttang adalah saat ditetapkans
yang dipersamakan
BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

(11Wagh Retnbu wajib mengisi SPAORD.
(25PAPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I
benar.

dengan jelas,

13) Bentuk, 151 serta tata cara pengician dan pany ampuan 51 Liagimana

dimakend pada syat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1)Pembuayaran Retribnst yang terutang dilunas sekaligus.

(2)Retribusi yang teruteng dilunasi selambat-lambataya 13 (hma belas) hari
sejale diterbitkuunya SRD, atau dokumen lain vang dipersamakan,
SKRDKBT dan STRD.

(3)Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempal pembaya
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

v Retribusi diatur

BAB XU
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1)Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di an 7 (tuph)
ant sejak saat jatul tempo pembay aran.

(2)Dalam janglea sakba 7 (tujuh) hart setelah tanggal Surat Teguan ataw Surat
Peringatan atau surat lain yang scjénis, Wayh relribust harus melunasi
retribuss yang terutang.




(3) Surat Teguran, Surat Feringatan atau surat L nebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal inidikeluarkan oleh re,pm vang ditunguk

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 16

dapat mengajukan keberatan haava kepal
ke atas SKRD atou dekumen lain v
ROLE,

dipersamakan,

(21Keberatarns diapiha
alasan vang jel

a tertulis dalam Bahasa Indonenss dengan disertai

alasan

chetagn settnist
Ketidak benaran

(31l0alam hal Wagih Reliibusi mengajukan keberatan
secara jabatan, Wanb Retribust harus dapat menbuktik
Ketetapan retribusi tersebut.

(#)Keberatan harus diapkan dalam jangka wakty paling lams 2 (dual bulan
sejak tanggal SKRD atau dekumen lain yang dipersamakas, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Waph Retobust tertentu dapat
menunpukkan bahwa jangka waktu ity idak dapat dipenuls karens keadaan
diluar kekuasaannya.

(51 Keberatan vang tidak memenuht persyaratan sehagaimana dismaksud pada
avat (21 dan (3) pasal ind tidak dianggap sebagai surat keberstan, sohingga
trak dipertambanghan.

avar retribusi dan

(6Fengaan kebasatan lidak smananda ewagban
0 retribusi,

(1)Bupali dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejal tanggal Surat
Keberatan ditersma harus membert keputusan alas ke

(2)Keputuzan Pupati dapat berupa seluruh atau scb.
menambah b relribust yang terutang,

(3)Apabila jungha wakiu sebagaimans dimaksud pada avat (
towat dan Bupsti tdak memberfkan sustu keputuson, keberatan vang
disjukan tersebut dianggop dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM
Pasal 18

TARAN

(1) Atas Kelebihan pembayaran Reteibusi, Wajib Retribust dapat mengapehan
permohonan pengembalian kepada Bupati,
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@

)]

Bupahi dalam jangky wakta paling lama 3 (tiga) bulan
Surat P v pengembalian perbayaran Rt
dimaksud pada avat (1) pasal ini harus memberikan ke,

Apabila pngka wakiu selagaimana dimaksud pad
lewal dan  Dupat ek membenksn Ko
pengembalian kelebihan pembayaran Retribus disnggap dikabulkan dan
SKREDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (stw) bulan.
Apahila waph retribust mempunyal utang retebuss lainnya, kelebihan
pembayaran retribuzi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal wi
langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu ntang retabusi
tersebut.

pada avat (1) pasal ins dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dual
bulan sejak terbitnya SKRDLB.

P balian kelebihan p setribust seb dimakeud

) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribus: seialah lewat

jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikin imbalan bunga sebesar 2%
{ dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
sacara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan :
a Nama dan Alamat Wil Retribusi
b. Nama Reteibusi
e Besamya Kelebihan Pembayaran
d. Alasan Singkat dan Jelas
Permohonan pengembalian kelabihan pembayaran retssbus dissrpaikan
secara langonng atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buicti pengiriman pos tercatat
bukti sast pasmol 4 oleh Bupats,

Pasal 20

Pengembalion kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbithan Surat
Pessntah Membayar Kelebihan Retribnsi.

Apabuly kelelwhan pembayaran retribusi diperhitunghan dengan utang
setribust lunnya, cebagaimona dimakoud dalan pasal 23 ayat (4
pambavaran dilakukan dengan cara pemindah bubuan dan bukdi
pemandab bubsan juga berlaku sebagal bukli pembayaran,




BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIEUSI

FPasal 21
(1) Bupati dapat P ke lan p
retribusi,
2 P L dan reteibusi sebay, Auraksid

pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan
Wails Retribusi.

(3) Tata cara dan pembebasan retnbust ditetapkan
oleh Bupati,
BABNVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 2

(1) Hak untuk penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka
wolctu 3 (tigal tahun terhitung sejak saat temutangnya Retribusi, kecuali
apabila wayl retribusi melakukan tindak pidans dibidang Retiibusi.

(2) Kadaluarea penagihan retribusi sebagaimana dimakeust ayat (1) pasal ini
tertangguh apabila;

4. Diterbitkan usat Tegaran atou ;

b, Ada pengakuan utang reteibusi dani wajib retnbuci baik langsung
maupun bl ak Lungaung ;

¢ Diterbitkan SKRDKB atau SKRDKET.

BAB XV
KETENTUAN PIDAN A
Pasal 23

(1) Wagh setribusi vang tidak melaksanakan hewajibanny
merugikan kevangan Daerah diancam pidars kurungan p.
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kalt jusdah relnbust
yang terutang,

) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ind adalah pelanggaran

BAB NIX
PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Pep. epers Sipil testentu dilingunpan Pomerintah Daerah®
dtbert wewenang kluisus sebagas Penyidik untuk melakikan penyidikan




tindak pidana dibidang perpajakan d cudd dal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1501 tenlmg i e

@ Wlwenang Ponyidik sebagaimana dimakeand pada ayat (1) Pasal ini

Keterangan atau
werah agas

a Menenm. mencari, dan menels
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jel

b, Menelits, mencan dan mengumpultian Kelerangan e
pribadt atau badan tentang kebenasan perbuatan
sehubungan dengan tidak pidana Retribuzi Daersh tersel

¢ Meminta keterangan dan bahan bukhi dan orang p

4 orang

sehubungan
U [ i ' etk . tin
berkenaan dﬂ\,,m tindak pidana dibidang Retribusi Dasral

ledahan untulc bahan bukt p
pemnh\h!\ “dan dokumen-dokumen lain, seita melakukon penyitaan
terhadap bahan bukdi tersebut ;

£ Memnta banfuan fenags kbl dalae rangka
penyidikan tindak pidana dibidang Rertibusi Dacval

doksanaan tugas

& um iy

melarang sescorang meninggalkan tuangan atau
hsaan gedany 1 .
w dokumen yang diba

wua dimaksud

aaitoy orang da cbay
pada huri ¢ ;

W Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retibus

o dan diperkaa

§ Menghentihan pesyidikan ;

fe Melakukan tindaban
pidana dibidang  Ketribu
dipartanggung javealian,
(3) Penyidik .cbugmmma dnmud pada ayat (1) pacal ins manberitabekan
i sl pantidikannya kepada
muu du\gm ketestuan vang diatur dalam Undsng-
“wun 1981 tentang Hukum Acara Fidant

. poriu unfuk
Dagrah  wnenurut

huk

Pemuntut Urna
undang Nemor £

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hel-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah i, sopanjang
mengenai pelaksanaansya akan diatur lebih lanjut aieh Bupati,



aturan Daerah i muda barlaku tanggai i

Agar sehiap orang A ngetahi mermesirtalian



